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ABSTRAK 

 
Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. 
Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak 
bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teori George Edward III dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan dilihat dari indikator Komunikasi 
sudah baik. Namun belum mampu dipahami dengan baik oleh Pegawai. Sumber daya 
mengalami kendala dalam hal pengetahuan, pengawasan, kemudian melalui adanya 
pembinaan dan pelatihan meskipun demikian kondisi tersbut tidak berpengaruh atau 
berdampak pada implementasi sehingga implementasi kebijakan ini tetap berjalan baik dan 
cukup efektif. Pelaksana disposisi kurang komitmen terhadap peraturan namun sudah mulai 
membaik karena perbaikan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi pada Kantor Camat 
Pandan sudah dapat dikatakan maksimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 
tahun 2021. Faktor pengambat dalam menjalankan Implementasi Peraturan Pemerintah 
Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang disebakan oleh tidak 
semua pegawai memiliki pemahaman yang mendalam tentang isi dan konsekuensi dari 
peraturan pemerintah No 94 tahun 2021.  
 
Kata Kunci: Implementasi, Pegawai Negeri, Disiplin  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam 

proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan 

sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh 

karena itu, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai 

dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Silalahi mengenai pentingnya suatu 

implementasi kebijakan, yakni  Hal yang paling esensial dalam kebijakan adalah 

usaha untuk melaksanakan kebijakan. Jika suatu kebijakan telah diputuskan, 

kebijakan itu tidak berhasil dan terwujud bila tidak dilaksanakan.  

Untuk mencapai tujuan negara yaitu menyelenggarakan kesejahteraan dan 

kebahagiaan rakyatnya, dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, 

maka pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan 

dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta 

kemampuan profesional dan kesejahteraan aparat sangat diperhatikan dalam 

menunjang pelaksanaan tugas. 

Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi atau instansi, karena 

tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik, maka sulit suatu instansi untuk 

mewujudkan tujuannya. Jadi disiplin merupakan kunci utama keberhasilan suatu 

perusahaan atau perkantoran untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sektor 

pemerintahan mengharuskan setiap pegawai mempunyai disiplin kerja dalam 

melaksanakan segala pekerjaan instansi. 
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Dengan adanya disiplin kerja yang tertanam dalam diri pegawai akan 

membantu menciptakan ritme bekerja yang stabil dalam pelayanan. Sehingga 

disiplin kerja memang diharuskan untuk dimiliki oleh pegawai terlebih dahulu. 

Pada dasarnya, disiplin kerja harus timbul dari dalam diri seseorang untuk 

melaksanakan segala pekerjaan, mematuhi segala aturan yang berlaku dan bukan 

kedisiplinan semu yang artinya kedisiplinan dibuat-buat untuk mendapatkan sebuah 

promosi jabatan, serta hanya dilakukan pada saat mendapat perintah dari atasan. 

Kenyataan yang terjadi menunjukkan adanya situasi yang kurang baik dan 

tidak sesuai dengan prinsip kedisiplinan dimana sering terlihat para pegawai datang 

terlambat ke kantor, tidak mengikuti apel, tidak berada di kantor saat jam kerja, dan 

tidak berpakaian rapi pada saat bekerja.  

Disiplin PNS mengenai waktu tegas diatur dalam Pasal 4 angka f dalam 

Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 

yang mana bahwasanya “PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”. 

Maka dari itu, PNS wajib masuk kerja dan menaati peraturan mengenai disiplin 

kerja ini, karena selain ada aturan yang tegas mengenai disiplin masuk kerja dan 

ketentuan jam kerja, pegawai yang disiplin juga dapat menentukan kualitas dan 

kuantitas Aparatur Sipil dalam suatu Negara. 

Peraturan-peraturan yang mencakup displin Pegawai Negeri Sipil diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yang didalamnya memuat 

tentang displin Pegawai Negeri Sipil, larangan dan sanksi apabila peraturan tersebut 

dilanggar. Pegawai Negeri Sipil dengan displin yang tinggi tentu akan 

menghasilkan kinerja yang baik bagi suatu organisasi. Kinerja pegawai juga 

menjadi hal yang sangat menentukan bagi organisasi, karena keberhasilan suatu 
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organisasi terletak pada kinerja pegawainya. 

Berdasarkan pada observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan masih 

terdapatnya masalah pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh para pegawai di 

Kantor Camat Pandan, dimana ketetapan waktu pegawai untuk masuk kantor yang 

masih tidak sesuai jam kantor, maka waktu istirahat terlalu panjang sehingga dapat 

dikatakan pegawai masih kurang disiplin serta jam pulang tidak sesuai sesuai 

dengan yang telah ditetapkan oleh kantor. Tidak hanya itu, pada waktu jam-jam 

pekerjaan yang menumpuk terkadang pegawai hanya aktif dalam sosial media, 

sehingga pekerjaan tidak mampu terselesaikan sesuai dengan target, serta masih 

adanya para pegawai yang keluar masuk kantor pada jam kerja bukan untuk urusan 

dinas. 

Berdasarkan permasalahan Diatas, peneliti tertarik meneliti dengan judul 

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil Di Kantor Camat Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kinerja pegawai negeri sipil yang kurang disiplin tentang waktu 

dan tenaga kerja melayani keperluan masyarakat setiap harinya mereka sangat 

menyia-nyiakan waktu masyarakat yang memiliki kepentingan dengan kantor 

mereka. Selain itu masih juga ditemukan adanya pegawai izin keluar kantor dan 

kemudian datang menjelang absen pulang tanpa alasan yang sah, dan tidak masuk 

tanpa keterangan yang sah berhari-hari. 

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian lapangan dengan mengunakan 

metode deskriptif kualitatif sebagai salah satu cara untuk mendeskripsikan masalah 

yang akan diteliti. Data penelitian ini dikumpulkan dan diperoleh dengan 

menggunakan teknik wawancara dengan para informan dan observasi langsung ke 
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lokasi penelitian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

permasalahan pada penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Pandan 

Kabupaten Tapanuli Tengah? 

2. Apa faktor penghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021 dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Camat 

Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Impelemntasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor 

Camat Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah?  

2. Untuk mengetahui faktor hambatan yang menyebabkan kurang 

berhasilnya kebijakan Peraturan Pemerintah no 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Tapanuli 

Tengah dalam meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Camat Pandan 

Kabupaten Tapanuli Tengah. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat seperti berikut : 
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1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat menjadi sumber 

informasi dan referensi terhadap penelitian yang akan mendatang 

terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

Pemerintah dalam meningkatkan displin dan kinerja para Pegawai 

Negeri Sipil di Kantor Camat Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pegawai Negeri 

Sipil untuk memperbaiki kinerjanya. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan 

publik yang dibuat hanya akan menjadi ‘macan kertas’ apabila tidak berhasil 

dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan 

dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud 

benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang 

diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya 

untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Implementasi dalam studi kebijakan publik bukan hanya sekedar bersangkut 

paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik dalam prosedur-

prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi implementasi juga menyangkut 

masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan 

publik, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan 

aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan. 

Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan 

tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Wahab 

(2005:63) “Implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuatan 

kebijakan, (2) Pejabat-pejabat pelaksana dilapangan, dan (3) sasaran kebijakan 

(target group)”. Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab 
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(2005:63) memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai 

dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. 

Dari sudut pandang implementor, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan 

terfokus pada “tidakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai 

keberhasilan program”. Sementara dari sudut pandang target groups, menurut 

Wahab (2005:64) implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi 

kebijakan tersebut benar- benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif 

panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”. 

Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan 

tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau 

faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik 

serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model 

implementasi kebijakan. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) 

terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi 

kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan 

(4) struktur birokrasi. 

Faktor penentu keberhasilan Implementasi menurut Edward III 

a) Komunikasi 

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi 
merupakan proses penyampaian informasi komunikator kepada 
komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III 
dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan 
agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka 
persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga 
tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang 
diharapakan. 
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Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 97), komunikasi 

kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi, 

dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi 

1. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan 
tidak hanya disampaikan kepada pelakasana (implementors) 
kebiajkan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran 
kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 

2. Dimensi kejelasan (Clarity) menghendaki agar kebijakan yang  
ditrasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang 
berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui 
apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari 
kebijakan publik tersebut sehingga masing- masing akan 
mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk 
mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. 

3. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang 
diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana 
kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. 
 

b) Sumber Daya 

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 98) bahwa 

sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya 

anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. 

Edward III dalam Widodo (2021:98) menegaskan bahwa:  

“Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau 
aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian 
ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para 
pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber 
daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka 
implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.” 
 
Elemen- elemen sumber daya Edward III ini adalah: 
 

1. Sumberdaya Manusia 

Sumber Daya Manusia, merupakan salah satu variabel yang 
mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. 
Edward III (1980:53) menengaskan bahwa sumber daya yang 
paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah Staf. Sumber 
Daya Manusia (Staf) haruslah memiliki jumlah yang cukup dsan 
memiliki keahlian dalam melaksanakan kebijakan. 
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2. Sumberdaya Anggaran 

Edward III dalam Widodo (2010 : 101) menyimpulkan 
bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi 
keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak 
bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran 
menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. 

 
3. Sumberdaya Peralatan 

Edward III dalam Widodo (2010 : 102) menyatakan bahwa 
sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk 
operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi 
gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan 
dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. 

 
4. Sumberdaya Kewenangan 

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 103) menyatakan 
bahwa: Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat 
keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan 
mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. 
Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu 
masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu 
keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010 : 103), 
menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang 
yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan 
kebijakan yang menjadi kewenangannya. 

 
c) Disposisi 

Disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 104) 
dikatakan sebagai “Kemauan, keinginan dan kecenderungan para 
perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh 
sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat 
diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010 : 104 - 105) mengatakan 
bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan 
efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa 
yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan 
kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk 
melaksanakan kebijakan tersebut. 

d) Struktur Birokrasi 

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 106) menyatakan 
bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena 
ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokasi ini menurut 
Edward III dalam Widodo (2010 : 106) mencangkup aspek-aspek seperti 
struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit- unit 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 26/2/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)26/2/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yohana Wika Cristy Simatupang - Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun....



10 
 

organnisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005 
: 150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”Standard 
Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. 

 
Presman dan Wildavsky (dalam Syaukani,Gaffar dan Rasyid, 

2002 : 295), merumuskan implementasi sebagai proses interaksi 

diantara perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya, 

serta serangkaian aktifitas langsung yang diarahkan untuk menjadikan 

program berjalan, dimana aktifitas tersebut mencakup: 

a. Organisasi (Organization): Pembentukan atau penantaan kembali 

sumber daya, unit- unit serta metode untuk menjadikan program 

berjalan. 

b. Interpretasi (Interpretation): menafsirkan agar program 

menjadi rencana dan pengarahan yang tepat untuk dapat 

diterima dan dilaksanakan. 

c. Penerapam (Application): ketentuan rutin dqari pelayanan, 

pembayaran, atau lainnya yang dapat disesuaikan dengan tujuan 

atau perlengakapan program. 

Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat 

dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan 

dan mengoperasikan program-program pemerintah yang telah 

dirancang sebelumnya. Dengan adanya kebijakan implementasi, yang 

merupakam bentuk konkret dari konseptualisasi dalam kebijakan 

formulasi, tidak secara otomatis merupakan garansi berjalannya suatu 

program dengan baik. Oleh karena itu suatu kebijakan impelementasi 

pada umumnya satu paket dengan kebijakan pemantauan atau 
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monotoring. Mengingat kebijakan implementasi adalah sama peliknya 

dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor 

yang akan mempengaruhinya. 

 

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan adalah suatu tahap yang berlangsung setelah suatu kebijakan ditetapkan, 

di mana kebijakan dioperasionalkan dlaam kegiatan-kegiatan yang terencana dan 

terorganisir, untuk dapat mencapai standar dan sasaran kebijakan, dengan 

memperhatikan lingkungan serta dampak di berbagai bentuk kegiatannya, sebagai 

bahan dalam perbaikan perencanaan kebijakan publik ke depannya. 

Berdasarkan dua model implemntasi kebijakan publik diatas, maka model 

implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

penelitian Implementasi menurut Edwards III. 

 

2.2 Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

2.2.1 Pengertian Displin 

Menurut Hasibuan (2017:193) Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan 

seseorang menanti semua peraturan instansi dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Displin juga dapat dikatakan sebagai kondisi untuk melakukan koreksi atau hukum 

pegawai yang melanggar peraturan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan 

organisasi. Displin merupakan bentuk pengedalian agar pelaksanaan pekerjaan 

pegawai selalu berada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan atau norma dalam 

kehidupan bersama (yang melibatkan orang banyak), displin adalah suatu sikap 
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mental yang dengan sadaran dan keinsyafan mematuhi terhadap perintah-perintah 

atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena betul-betul tentang pentingnya 

perintah dan larangan tersebut. Displin menjadi maksud dari alat-alat pendidikan 

yang ada dan harus ditanamankan dalam hati sanubari anak didik (Hafi Ansyari, 

1983:66). 

Menurut Wirjo Surachmad (1993:24) pengertian disiplin adalah sikap 

mental yang tercermin dalam perbutan, tingkah laku perorangan, kelompok atau 

masyarakat berupa kepatuhan atau terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan 

pemerintah, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat. displin terkait 

dengan tata tertib dan ketertiban. Ketertiban berarti kepatuhan seseorang dalam 

mengikuti peraturan karena didorong oleh sesuatu yang datar dari luar dirinya. Jadi 

disiplin adalah kepatuhan yang muncul karena kesadaran dan dorongan dari dalam 

diri orang itu.  

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1984:254) menyebutkan bahwa disiplin, 

adalah: 1) pelatihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya 

selalu menaati tata tertib; dan/atau 2) ketaatan pada aturan dan tata tertib. 

Sedangkan menurut Prijodarminto dalam tulisan Barnawi dan Arifin menyebutkan, 

bahwa disiplin diartikan sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses 

dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

kesetiaan, keteraturan, dan/atau ketertiban. 

Sikap disiplin sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan yang 

dimiliki oleh masing-masing individu maupun oleh masing-masing individu 

maupun oleh sebuah intansi/perusahaan. Sikap disiplin yang sangat dibutuhkan 

tersebut biasa disebut dengan istilah “disiplin kerja”. Menurut Bejo Siswanto, 
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disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap 

peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, 

serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi. 

Disiplin sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam karyawan atau 

pegawai dan menyebabkan pegawai dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada 

keputusan, peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku. Displin 

sanagt penting untuk perkembangan organisasi atau instansi, dalam memotivasi 

pegawai agar dapat mendisiplinkan diri melaksanakan suatu pekerjaan. Dari 

pepamaran di atas penulis mengambil kesimpulan dari berbagai pengertian di atas 

penulis mengambil kesimpulan bahwasanya disiplin itu merupakan suatu kondisi 

yang tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian prilaku ,yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. 

Disiplin akan membuat seorang tahu dan dapat membedakan hal-hal yang 

seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Displin pada diri seseorang tidak lepas 

dari dorongan-dorongan yang mempengaruhinya. Ada dua dorongan yang 

mempengaruhi disiplin, yaitu : 

a. Motivasi Instrinsik  

Deci dan Ryan (1985): Menurut teori Self-Determination Theory 

(SDT) yang dikembangkan oleh Deci dan Ryan, Motivasi intrinsik 

adalah dorongan untuk melakukan suatu aktivitas karena aktivitas 

tersebut menarik, menyenangkan, atau memuaskan secara personal, 

tanpa ada pengaruh dari imbalan eksternal. Individu termotivasi 

intrinsik ketika mereka merasa bahwa aktivitas itu sejalan dengan 

kebutuhan otonomi, kompetensi, dan keterkaitan mereka. 
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b. Motivasi Ekstrinsik 

Deci dan Ryan  (1985): Dalam Self-Determination Theory, motivasi 

ekstrinsik didefenisikan sebagai melakukan sesuatu karena ingin 

mendapatkan hasil yang terpisah dari tindakan itu sendiri, seperti 

penghargaan, pengakuan, atau untuk menghindari hukuman. 

Motivasi ini tidak didorong oleh minat terhadap tugas itu sendiri, 

melainkan oleh imbalan atau konsekuensi eksternal. 

Untuk menegakkan disiplin sangat tidak selamanya harus melibatkan orang 

lain, tetapi dari diri sendiri juga bisa. Bahkan yang melibatkan diri sendirilah yang 

lebih penting, sebab penegakan disiplin yang berawal dari diri sendiri berarti 

disiplin yang timbul itu adalah karena kesadaran sendiri (Syaiful Bahri Djamarah, 

2008: 17-18). 

Membina Pegawai Negeri Sipil diperlukan adanya peraturan disiplin yang 

memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi-sanksi. Dalam Peraturan 

Pemerintah diatur dengan jelas kewajiban dan larangan yang tidak boleh dilanggar 

oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka membina pegawai diperlukan 

seorang pemimpin yang tegas dalam menegakkan peraturan disiplin yang telah 

ditetapkan. Semakin tinggi tingkat absensi, maka semakin tinggi tingkat kerugian 

yang diderita suatu organisasi. Kerugian tersebut timbul karena jadwal kerja 

terpaksa tertunda dan pada akhirnya harus melakukan kerja lembur, sedangkan 

jaminan-jaminan atau tunjangan pada pegawai terus diberikan. 

2.2.2 Tujuan Disiplin Kerja 

Disiplin menjadi persyaratan bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata 

kehidupan berdisiplin yang akan membuat para pegawai mendapat kemudahan 
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dalam bekerja, dengan begitu akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan 

mendukung usaha pencapaiann tujuan. 

Tujuan penerapan disiplin pada karyawan perusahaan adalah (Simamora, 

2016): 

1. Untuk memastikan perilaku karyawan konsisten sesuai dengan 
peraturan perusahaan. Hal ini untuk mendukung pencapaian tujuan 
perusahaan agar pengelolaan perusahaan menjadi efektif pemimpin 
perusahaan harus memhami tindakan disipliner yang akan dapat 
menjadi kekuatan positif bagi perusahaan pada waktu perusahaan 
menerapkan disiplin kerja secara bertanggung jawab dan adil. 

2. Untuk menumbuhkan rasa hormat dan saling percaya di antara atasan 
dan bawahannya. Penerapan disiplin kerja yang benar dapat membantu 
perusahaan memperbaiki perilaku karyawan, sekaligus meminimalisir 
masalah disiplin pada masa yang akan datang. 

3. Untuk membantuk karyawan lebih produktif, sehingga dalam jangka 
panjang akan menguntungkan perusahaan. 

4. Untuk memacu karyawan meningkatkan kinerja yang pada akhirnya 
menghasilkan pencapaian bagi individu bersangkutan. 
 

 Menurut Sastrohadiwiryo (2003:292). secara khusus tujuan disiplin kerja, 

antara lain: 

a. Agar para pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan 

ketenangerjaan maupun peraturan dan kebijakan organisasi yang 

berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan 

perintah manajemen dengan baik 

b. Pegawai dapat melaksanakan perjaan dengan sebaik-baiknya serta 

mampu memberikan pelayanan maksimum kepada pihak tertentu 

yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan bidang 

pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

c. Pegawai dapat mengunakan dan memelihara sarana dan prasarana, 

barang dan jasa organisasi dengan sebaik-baiknya. 

d. Para pegawai dapat bertindak dan berpartisipasi sesuai dengan 
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norma-norma yang berlaku pada organisasi. 

e. Pegawai mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai 

dengan harapan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang.  

Tujuan dari pendisiplinan pegawai adalah: 

a. Memotivasi pegawai untuk mematuhi standar inerja instansi 

b. Mempertahnkan hubungan saling menghormati terhadao bawahan pada 

atasan atau sebaliknya 

c. Meningkatkan kinerja pegawai 

d. Meningkatkan moril, semangat kerja, etos kerja, serta efektifitas dan 

efesiensi kerja 

e. Meningkatkan kerjamaian industrial dan kewargaan organisasi 

f. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya 

manusia yang paling utama yang paling utama karena tanpa itu sulit 

sekali bagi perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

(Suwatno, 2001 : 203, dikutip dari Aulia. 2004 : 13. Jurnal Universitas 

Sumatera Utara). 

g. Kedisiplinan diartikan apabila para karyawan/pegawai selalu datang 

dan pulang sesuai dengan peraturan, mematuhi peraturan yang berlaku 

dalam perusahaan, mampu bekerja dengan baik, dan menghargai norma 

sosial yang berlaku dalam lingkungan perusahaan. Dengan pembinaan 

kedisiplinan yang baik, maka moral kerja, semangat kerja, efesiensi dan 

efektivitas kerja pegawai akan meningkat, hal ini akan mempermudah 

perusahaan, pegawai ataupun masyarakat dalam mencapai tujuannya. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan perusahaan menerepakan 

disiplin kerja pada karyawan adalah agar karyawan dapat melaksanakan pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya secara konsisten, taat azas, dan bertanggung jawab. 

Kepatuhan dan ketaatan dalam sikap dan tingkah laku yang nyata pada saat 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bila didukung oleh disiplin yang tinggi 

maka keberhasilan suatu pekerja yang dilakukan karyawan suatu perusahaan akan 

memperoleh hasil yang optimal. 

2.2.3 Macam-macam Disiplin 

Moenir (2000 : 94) menyebutkan bahwa "Disiplin kerja ditujukan terhadap 

aturan yang menyangkut disiplin waktu dan disiplin terhadap perbuatan dan tingkah 

laku sesuai dengan tata kerja. Hal ini disebabkan hanya dengan disiplin yang tinggi 

suatu organisasi dapat berprestasi tinggi. Dalam disiplin ada tiga aspek, dimana 

ketiga hal tersebut sebagai berikut: 

1. Disiplin waktu 

Disiplin waktu adalah kemampuan seseorang untuk 

memanfaatkan dan mengatur waktu secara efektif dan efesien, serta 

melaksanakan kewajiban atau tugas sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. Moenir menenkan bahwa disiplin waktu sangat penting 

dalam mencapai produktivitas dan kesuksesan, baik dalam lingkungan  

kerja maupun dalam kehidupan pribadi. 

2. Disiplin kerja/pelaksanaan tugas 

Disiplin kerja atau disiplin dalam pelaksanaan tugas adalah 

ketaatan dan kepatuhan seorang individu dalam menjalankan 

kewajibannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di 
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tempat kerja. Disiplin kerja ini meliptui aspek-aspek tanggung jawab, 

keteraturan, dan kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas  dengan 

baik dan tepat waktu. 

3. Disiplin terhadap perbuatan atau tingkah laku 

Artinya keharusan seseorang untuk mengikuti dengan ketat 

perbuatan atau langkah tertentu agar mencapai sesuatu sesuai dengan 

standar. 

Dalam usaha mendisiplin kerja ada beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan: 

1. Pembagian tugas dan pekerjaan telah dibuat lengkap dan dapat 

diketahui dengan radar oleh para pekerja. 

2. Adanya petunjuk kerja yang singkat 

3. Kesadaran terhadap tugas menjadi tanggung jawab 

4. Perlakuan adil terhadap setiap penyimpangan oleh manajemen 

5. Adanya keinsyafan pada pekerjaan bahwa akibat kecerobohan 

atau kelaaian dapat merugikan organisasi. 

Macam-macam disiplin, menurut Handoko (2008), ada beberapa jenis, 

yaitu: 

1. Disiplin preventif 

Jenis disiplin ini dilaksanakan untuk mendorong karyawan agar 

mengikuti berbagai standar dan peraturan, sehingga penyelewengan 

dapat dipecat. 

2. Disiplin korektif 

Jenis disiplin ini dilaksanakan untuk menangani pelanggaran 
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terhadap peraturan- peraturan dan mencoba untuk menghidari 

pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. 

 

3. Aturan kompor panas 

Jenis disiplin ini pada hakikatnya meruoakan tindkaan 

pendisiplinan dengan ciri-ciri yang sama dengan hukuman yang 

diterima seseorang karena meneyentu sebuah kompor panas. 

4. Disiplin progresif 

Jenis disiplin ini dilaksanakan untuk memebrikan hukuman-

hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang 

berulang. 

2.3 Pegawai Negeri Sipil  

2.3.1 Defenisi PNS Menurut Peraturan Perundang-Undangan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu jenis Aparatur Sipil Negara 

(ASN) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, defenisi PNS 

adalah sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia 

yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

Dalam konteks ini, PNS berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, 

pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Mereka diharapkan untuk 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta mendukung pencapaian 

tujuan nasional melalui pelaksanaan t ugas dan fungsi mereka dalam pemerintahan. 

Untuk mencapai kinerjanya, dibutuhkan adanya integritas, netralitas, 
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pemimpin yang bijaksana, bebas dari tekanan apapun serta bersih dari adanya 

narkoba korupsi dan professional. Professional yang dimaksud adalah pekerjaan 

yang harus memang teguh aturan yang ada. Dengan demikian Aparatur Sipil 

Negara (ASN) sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat menjalankan tugas 

dan fungsinya sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan Bangsa berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang. 

2.3.2 Pengertian PNS Menurut Para Ahli 

Beberapa ahli berpendapat mengenai defenisi Pegawai Negeri Sipil, yakni 

sebagai berikut : 

1. Sondang P. Siagian 

Menurut Siagian (2005:123-124), Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai 

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan ditugaskan dalam suatu 

jabatan negeri atau diberikan tugas negara lainnya yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri bertugas 

membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab, 

integritas, dan profesionalisme.  

2. Dr. Sedarmayanti 

Menurut Sedarmayanti (2017:87-88) Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 

individu yang diangkat untuk mengisi posisi dalam organisasi 

pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. PNS memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas 

pemerintahan dan pelayanan publik. 

3. Prof. Dr. Nitisemito 
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Menurut Nitisemito(2001:20-2, Pegawai Negeri Sipil adalah seorang 

pegawai yang diangkat oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas 

tertentu dalam struktur organisasi pemerintahan, baik di tingkat pusat 

maupun daerah. PNS bertugas untuk melaksanakan berbagi fungsi 

pemerintahan, termasuk dalam bidang administrasi, pelayanan publik, 

dan pengelolaan sumber daya. 

Sebagai unsur Aparatur Negara perlu dilihat kualitas Pegawai Negeri Sipil 

agar dapat dikembangkan suatu sistem pembinaaan Pegawai Negeri Sipil yang 

mampu menghadapi persaingan ditingkat regional maupun glonal. Penjelasan 

pengertian-pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil yang telah dipaparkan di atas 

maka dapat diru muskan ada empat unsur yang harus di penuhi untuk dapat disebut 

sebagai pegawai negeri.  

Unsur-unsur tersebut adalah : 

1. Memenuhi syarat yang ditentukan 

2. Diangkat oleh Pejabat yang berwenang 

3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya 

4. Digaji menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

2.3.3 Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Beberapa jabatan PNS terdiri atas : Jabatan Administrasi, Jabatan 

Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. 

a) Jabatan administrasi, merupakan posisi atau peran dalam suatu 

organisasi yang bertangggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan 

tugas-tugas administrasi. Jabatan administrasi terdiri atas jabatan 

administrator, jabatan pegawasan, dan jabatan pelaksana. 
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b) Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan 

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 

keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan 

fungsional sering kali berhubungan dengan pekerjaan yang memerlukan 

sertifikasi atau kualifikasi tertentu. 

c) Jabatan pimpinan tinggi adalah posisi kepemimpinan di tingkat atas 

dalam organisasi pemerintahan, yang bertangg ung jawab atas 

perumusan kebijakan, pengambilan keputusan strategi, dan pengelolaan 

sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Jabatan pimpinan tinggi 

terdiri atas : 

1. Jabatan pimpinan tinggi utama meliputi kepala lembaga 

pemerintah non-kementerian 

2. Jabatan pimpinan tinggi madya meliputi Sekretaris Jenderal 

Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal 

Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga. 

Nonstruktural, Direktrus Jenderal, Deputi, Inspektur Jenderal, 

Inspektur Utama, Kepala Badan, Staf Ahli Mentri, Kepala 

Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris 

Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan 

Presiden, Sekretaris Daerah Provinsi, dan jabatan lain yang setara. 

3. Jabatan pimpinan tinggi pratama meliputi Direktur, Kepala Biro, 

Assiten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris 

Inspektorat Jenderal, Sekretaris Kepala Badan, Kepala pusat, 

Inspektur, Kepala Balai Besar, Asisten Sekretariat Daerah 
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Provinsi. 

4. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas/Kepala Badan 

Provinsi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan 

lain yang setara. 

2.3.4 Fungsi, Tugas, dan Peran Pegawai Negeri Sipil 

a) Pegawai PNS berfungsi sebagai : 

1. Pelaksana Kebijakan Publik 

2. Pelayan Publik 

3. Penyelenggara Administrasi Pemerintahan  

b) Pegawai PNS bertugas : 

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

2. Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas. 

PNS bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal 

kepada masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, 

kesehatan, administrasi kependudukan, transportasi, dan layanan 

lainnya. 

 

3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

c) Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan  

nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayan publik yang 
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profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik 

korupsim kolusi, dan nepotisme. 

Fungsi, tugas, dan peran pegawai PNS tersebut di atas, merupakan suatu 

koridor hukum yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap Pegawai PNS, 

dalam rangkah mendukung reformasi birokasi di Indonesia. 

2.3.5 Kewajiban dan Hak PNS 

a. Hak Pegawai PNS 

Adapun hak-hak pegawai PNS menurut Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2014 pasal 21 bahwa PNS berhak atas : 

1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas 

2. Cuti 

3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua 

4. Pengembangan kompetensi 

 

b. Kewajiban Pegawai PNS 

Kewajiban PNS adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau 

boleh dilakukan oleh setiap PNS berdasarkan sesuatu peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Pemerintah 

2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 

3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah 

yang berwenang 
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4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, 

kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 

6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, 

ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun 

di luar kedinasan. 

7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukan rahasia 

jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

9. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS 

10. Menghadiri dan mengucapkan sumpah /janji jabatan 

11. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, 

seseorang, dan/atau golongan. 

12. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui 

ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau 

merugikan keuangan negara. 

13. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

14. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 

15. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-

baiknya. 

16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 

kompetensi. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 26/2/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)26/2/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yohana Wika Cristy Simatupang - Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun....



26 
 

17. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas 

dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2.3.6 Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian disiplin, antara lain : 

1. Amiroeddin Sjarif 

Menurut Amiroeddin Sjarif(2000:28-29), disiplin adalah suatu 

sikap mental dan perilaku yang mencerminkan ketaatan seseorang 

terhadap aturan, norma, dan standar yang berlaku. Disiplin juga 

mencakup kesadaran untuk menjalankan kewajiban dan tanggung 

jawab tanpa paksaan dari pihak luar. Dalam konteks kerja, disiplin 

mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengikuti aturan 

perusahaan atau organisasi secara konsisten dan menunjukkan 

komitmen dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan hasil 

yang memadai. 

2. Alex S. Nitisemito: 

Menurut Alex S. Nitisemito(1996:23-24), disiplin dapat 

didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku yang mencerminkan 

ketaatan individu terhadap peraturan, norma, dan standar yang telah 

ditetapkan. Disiplin juga mencakup kesadaran untuk menjalankan 

kewajiban dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari pihak luar. 

Dalam konteks organisasi, disiplin adalah faktor penting yang 

menentukan efektivitas dan efisiensi kerja, serta berkontribusi pada 

pencapaian tujuan bersama. 
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3. Komaruddin : 

Menurut Komaruddin(2005:45-46), disiplin dapat didefinisikan 

sebagai suatu sikap dan perilaku yang mencerminkan ketaatan 

individu terhadap peraturan, norma, dan nilai yang berlaku dalam 

suatu organisasi atau masyarakat. Disiplin tidak hanya sebatas pada 

kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencakup kesadaran dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan baik dan tepat 

waktu. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan disiplin dapat 

dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui pengembangan disiplin pribadi yaitu 

pengembangan disiplin yang datang dari individu dan melalalui pengembangan 

disiplin yang datang dari individu dan melalui penerapan tindakan disiplin yang 

ketat, artinya bagi seorang pegawai yang melakukan tindakan indisipliner akan 

dikenai hukuman atau sanksi sesuai dengan tindakan kesalahan. 

2.3.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan 

selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di 

samping itu penelitian terdahulu membantu penelitian untuk memposisikan 

penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Kemudian membuat 

ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum 

terpublikasikan. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No. Nama dan 
Tahun 

Judul Metode dan 
Teori 

Hasil Perbedaan 

1. Luthfi
 Gam

Implement
asi 

Metode 
penelitian 

Berdasarkan 
hasil riset, 

Perbedaan 
pada loaksi 
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a Albarik, 
dkk 

Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 94 
2024 
Tentang 
Disiplin 
Pegawai 
Negeri 
Sipil 

kualitatif 
dengan 
pengumpulan 
data melalui 
wawancara, 
dokumentasi, 
dan observasi. 
Teori yang 
digunakan 
Leteiner 
Levine(2000) 
Tentang 
Disiplin kerja 

Pemerintah 
Provinsi 
Lampung 
sudah 
menetapkan 
disiplin sesuai 
dengan 
peraturan 
yang berlaku 
yakni 
Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 94 
Tahun 2021 
Tentang 
Disiplin 
Pegawai 
Negeri Sipil. 

penelitian 
dan obyek 
penelitian 

2. Sri Nur 
Wahyuning
sih, 2003 

Penerapan 
Peraturan 
Pemerintah 
No.94 Tahun 
2021 
Tentang 

Metodologi 
penelitian: 
Yuridis 
Empiris; 
Spesifikasi 

Hasil 
penelitian: 
Penerapan 
disiplin 
Aparatur 
Sipil 

Perbedaan 
pada penelitian 
pada 
perbedaan 
lokasi dan 
obyek 

  Disiplin 
Aparatur 
Sipil 
Negara
 Pad
a Balai 
Prasarana 
Permukima
n Wilayah 
Jawa 
Tengah 
Kementeria
n Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 
Rakyat 

penelitian: 
Diskriptif 
Analitis; 
Metode 
penentuan 
sample: 
Purposive 
Sample; 
Teknik 
pengumpulan 
data: 
Observasi, 
Wawancara 
Kuisioner Dan 
Daftar
 Pustak
a; 
Analisis data: 
Kualitatif 
Induktif. 

Negara 
berdasarkan 
Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 94 
Tahun 2021 
tentang 
disiplin 
Pegawai 
Negeri Sipil 
di Balai 
Prasarana 
Permukiman 
Wilayah Jawa 
Tengah telah 
dilaksanakan 
sejak 
pelaksanaan 
peraturan 
tersebut 
diberlakukan. 

penelitian. 
Penelitian ini 
sudah 
berjalan 
dengan baik 
dan hal ini 
sibuktikan 
dengan 
kecilnya 
jumlah 
pelanggaran 
disiplin di 
BPPW Jawa 
tengah 

3. Donita 
Meha 

Peranan 
Kepala 
satuan 

Metode 
penelitian 
yang 

Hasil 
penelitian 
peranan 

Perbedaan 
pada lokasi 
dan obyek 
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Polisi 
Pamong 
Praja 
(Satpol- 
PP) dalam 
Meningkat
kan 
Disiplin 
Kerja 
Aparatur 
Sipil 
Negara 
(ASN) di 
Kabupaten 
Tapanuli 
Tengah 

digunakan 
adalah 
kualitatif 
pendekatan 
deskriptif. 
Teori Peran  
Pemimpin 
menurut 
Covey 
(2008:29) 

Kepala 
Satpol- PP 
dalam 
melakukan 
disiplin di 
kantor Satpol- 
PP sudah 
berjalan
  baik, 
dengan 
indikator 
keteladanan, 

penelitian. 
Penelitian 
tesebut 
berfokus 
pada 
pentingnya 
peranan 
pemimpin 
dalam 
disiplin kerja 
anggota 
terlebih 

    perintis, 
penyelaras, 
dan 
pemberdaya. 

terhadap 
komunikasi 
dan  
keterlamabat
an 

4.  Jihan 
Nabila 
Romadhona
, (2022) 

Pelanggara
n Sanksi 
Administra
si Dalam 
Pelanggara
m 
Ketentuan 
Jam Kerja 
Pegawai 
Negeri
 Sipi
l 
Berdasarka
n Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 94 
Tahun 
2021 
Tentang 
Disiplin 
PNS di 
BPKP 
Jambi 

Peneliti 
mengunakan 
metode yudiris 
empiris,  
yaitu 
mempelajari 
peraturan 
pemerintah  
yang berlaku
 berken
an dengan 
kepegawaian 
dan melihat 
prakteknya 
dilapangan 

Hasil 
penelitian 
tersebut 
menunjukan 
pertama 
bahwa proses 
pelaksana 
saksi yang 
dijatuhkan 
kepada 
pegawai 
Negeri Sipil 
yang 
melakukan 
pelanggaran 
disiplin 
ketentuan jam 
kerja tersebut 
yang 
bersangkutan 
memenuhi 
panggilan 
tersebut 
berdasarkan 
yang diatur 
dalam 
Peraturan 

Perbedaan 
penelitian 
tersebut 
berfokus 
pada sanksi 
administrasi 
dalam 
pelanggaran 
ketentuan 
kerja 
Pegawai 
Negeri Sipil. 
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Pemerintah 
nomor 94 
tahun 2021. 

5. Nurwahidah 
Armelia, 
dkk 

Impelemen
tasi 
Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 94 
Tahun 
2021 
Tentang 
Disiplin 
Pegawai 
Negeri 
Sipil Kota 
Palembang 
(Studi Pada 
Badan 
Kepegawai
an dan 
Pengemban
gan 
Sumber
 Day
a Manusia 
(BKPSDM
) 
Kota 
Palembang
). 

Penelitian kali 
ini 
mengunakan 
pendekatan 
dan 
menggunakan 
penelitian 
deskriptif, 
yakni jenis 
penelitian 
Yang berupaya 
menggambark
an 
fenomena/keja
dian dengan 
apa adanya. 
Teori yang 
diguankaan 
mengunakan 
teori Edward 
III dengan 
beberapa 
indikator yaitu 
Komunikasi, 
Sumber  
Daya, 
Disposisi, 
Struktur 
Organisasi. 
 

Hasil  yang 
dapat 
penelitian 
disimpulkan 
pada 
indikator 
komunikasi 
penelitian 
menangkap 
bahwa telah 
ada 
komunikasi 
yang baik 
antara pihak 
badan 
kepegawaian 
dan 
pengembanga
n sumber 
daya manusia 
kepada 
organiasi 
perangkat 
daearah yang 
terkait. 

Perbedaan 
terdapat pada 
lokasi dan 
obyek 
peneilitian. 
Penelitian ini 
sudah 
berjalan 
dengan baik 
dan efektif. 

6. Muhammad 
Ari Rafli. 
(2022) 

Pelaksana 
Peraturan 
Disiplin 
Pegawai 
Negeri 
Sipil 
Berdasarka
n Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 94 

Jenis   
penelitian 
adalah Yudiris 
Sosiologi. 
Teknik 
pengu,pulan 
data diperoleh 
melalui 
wawancara. 
Data dianalisis 
secara 
kualitatif. 

Hasil 
penelitian
  di 
Balai Kota 
Padang 
menerapkan 
Disiplin 
Preventif 
kepada para 
karyawan 
PNS. 

Perbedaan 
lokasi dan 
obyek. 
Penelitian 
sudah 
berjalan 
dengan 
relevan atau 
baik. 

  Tahun 
2021 Di 
Balai Kota 

 Disiplin 
preventif 
pada Dinas 
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Padang BKPSDM 
kota Padang
 sudah 
dapat di 
katakan 
relevan atau 
baik sebab 
pada proses 
pendisiplinan 
preventif 
telah 
melakukan 
berbagai 
strategi dalam 
mendisiplinka
n diri 
pegawainya 
dan Upaya 
meningkatkan 
disiplin PNS 
di Balai Kota 
Padang telah 
melakukan 
sosialisasi 
peraturan 
kepada 
pegawai 
sebagai upaya 
mendisiplinka
n 
pegawai 

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024  

2.4 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan rancangan atau gamabran dari fakta-fakta, 

teori, kajian pustaka, serta observasi yang telah dilakukan yang akan dijadikan 

sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Uma Sekaran dalam buku Business 

Research (1992 : 95) mengemukan bahwa, kerangka berpikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran ini merupakan 

penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. 
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Pekerjaan dapat terjalin bila dilaksanakan dengan bersama-sama. Tetapi 

tidak semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik karena ada kalanya hambatan 

yang didapat didalam pekerjaan, ini pasti dialami disetiap organisasi ataupun 

instansi oleh karena itu, agar segera diatasi agar tidak menganggu dalam 

pelaksanaan kerja tentunya. Dalam penelitian, penulis meneliti tentang “ 

Implementasi Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil (Penelitian Di Kantor Camat Pandan) Kabupaten Tapanuli Tengah”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024 

 

 

Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
dalam Meningkatkan Kinerja di Kantor Camat Pandan 

Kabupaten Tapanuli Tengah  

Teori Impelementasi Menurut George C. Edwards III,yaitu : 
 

1. Komunikasi (Communication) 
2. Sumberdaya (Resources) 
3. Disposisi (Disposition) 
4. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure) 

Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan suatu proses panjang. Penelitian bertujuan untuk 

memudahkan seseorang untuk memahami fenomena tertentu kemudian 

berkembang menjadi ide, teori dan konsep metode penelitian dalam hak ini 

berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam 

kamus bahasa Indonesia, kata penelitian diartikan sebagai pemeriksa yang diteliti 

atau penyelidikan, kata penyelidikan diartikan sebagai pemeriksa atau pengusutan, 

dan kata penyelidikan berarti memeriksa dengan teliti, mengusut dengan cermat atau 

menelaah (mempelajari) dengan sungguh-sungguh. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif, Penelitian 

Kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehinggah lebih 

menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu 

masalah. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan pada Kantor Camat Pandan Kabupaten Tapanuli 

Tengah, Sumatera Utara. 

Berikut tabel waktu pelaksanaan penegrjaan skripsi ini :  

  Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

No. Uraian 
Kegiatan 

Mei 
2024 

Jun 
2024 

Jul 
2024 

Agu 
2024 

Sep 
2024 

Okt 
2024 

1. Penyusunan 
Proposal 

       

2. Seminar Proposal       
3. Perbaikan Proposal       
4. Pelaksanaan 

Penelitian 
      

5. Seminar Hasil       
6. Revisi Skripsi       
7. Sidang Meja Hijau       

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi yaitu cara kerja penulis mengadakan penelitian, 

mengamati, mencatat, menganalisa dan menyimpulkan hasil-hasil 

penemuan atau data 

Menurut Nazir (1999:212), Observasi adalah “Pengumpulan data 

yang diobservasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah 

pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat 

standar lain untuk keperluan tersebut. Obersevasi dilakukan di Kantor 

Camat Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 
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jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan data dari 

pihak yang menwawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancara. 

Menurut Nazir (2005:129-130), Wawancara adalah “proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan subjek 

ataupun objek pajak dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide (Panduan wawancara)”. Sehingga penulis menentukan 

pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan guna memperoleh data. 

c. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2015 : 329) dokumen merupakan catatan 

perstiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar atau 

memomental dari sesorang, laporan atau catatan yang penting. 

Dokumen dapat dijadikan sebagai alat kontrol utama untuk 

membuktikan kebenaran hasil wawancara. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Menurut Moleong (2015:163) “Informan kunci atau informan penelitian 

adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui 

permasalhan yang akan di teliti. Berikut informan atau narasumber yang diperlukan 

untuk penelitian yang akan dilakukan di Kantor Camat Pandan Kabupaten Tapanuli 

Tengah:  

1) Informan Kunci 
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Informan kunci merupakan informan yang dapat memberikan 

informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian secara garis besar dan juga memahami tentang 

informan utama. Informan kunci dipilih dari unit analisis yang akan 

diteliti. 

2) Informan Utama 

Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam 

interaksi sosial yang diteliti (Bagong,2005). Informan utama dapat 

memebrikan penjelasan mengenai topik yang diteliti dari secara teknik 

maupun informasi detail permasalahan. 

3) Informan Tambahan 

Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan 

informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang 

diteliti. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Milles dan Huberman (2009:16) mengemukan bahwa dalam 

melakukan analisis data meliputi tiga tahapan penting yaitu reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. 

a) Reduksi data 

Pada peneliotian ini reduksi data yang dilaukan yaitu peneliti 

mengkategorisasikan peneliti melakukan pengecekan data dari hasil 

wawancara yang perlu dan yang tidak perlu. Data yang diperlukam akan 

disajikan dalam bentuk tabel sehingga data dapat dibaca dengan lebih 
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mudah. 

b) Penyajian data 

Penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis data dimana 

peneliti melakukan kegiatan penyusunan infromasi yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. 

Pada langkah ini, peneliti menampilkan data hasil reduksi data. Data 

yang telah peneliti dapat dikelompokkan dalam bentuk tabel agar lebih 

mudah untuk dibaca dan ditarik simpulan. 

c) Penarikan Kesimpulan 

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data 

yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian. Penarikan kesimpulan 

atau verifikasi adalah untuk mencari atau memahami makna/arti, 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Implementasi Peraturan Pemerintah no 94 tahun 2021 tentang disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan 

kebijakan dilihat dari indikator Komunikasi sudah berjalan dengan baik.  

Sumber daya mengalami kendala dalam hal pengetahuan, pengawasan, 

kemudian diatasi melalui adanya pembinaan dan pelatihan meskipun 

demikian kondisi tersbut tidak berpengaruh atau berdampak pada 

implemntasi sehingga implementasi kebijakan ini tetap berjalan baik dan 

cukup efektif. Pelaksana disposisi kurang komitmen terhadap peraturan 

namun sudah mulai membaik karena perbaikan dari struktur birokrasi. 

Struktur birokrasi pada Kantor Camat Pandan sudah dapat dikatakan 

maksimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021.  

2. Faktor pengambat dalam menjalankan Implementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang 

disebabkan oleh tidak semua pegawai memiliki pemahaman yang mendalam 

tentang isi dan konsekuensi dari peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021. 

Kurang sadarnya terhadap kedisiplinan dan masih banyaknya pegawai yang 

menyimpang terhadap hukum dan norma yang berlaku dalam bentuk sikap 

dan perilaku yang tidak patuh dan kurang tertib. Masih terdapat pegawai 

yang tidak pandai dalam memebrikan pelayanan kepada Masyarakat 

terutama dalam menyangkut surat menyurat. 

5.2 Saran  
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 Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini 

sehubungan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Pandan, antara lain:  

1. Kepada Camat Pandan untuk lebih memberanikan diri membenahi 

sistem kerja Pada Kantor Camat Pandan agar bisa mengayomi 

Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menimalisirkan terjadinya 

pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil. 

2. Kepada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Pandan penulis 

sarankan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam 

menaati jam kerja yag telah ditetapkan sehingga dapat memberikan 

hasil kerja yang optimal sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

dalam program kerja yang dibuat, sikap disiplin dalam diri Pegawai 

Negeri Sipil merupakan cermin yang baik bagi masyarakat. 

3. Kepada masyarakat kecamatan Pandan untuk memantau kinerja 

Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Pandan dengan memberikan 

kritik jika merasa ada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 

pelanggaran disiplin dan tidak memberikan bayaran untuk 

pengurusan administrasi Di kantor Camat Pandan melebihi ketentuan 

yang dipersyaratkan dalam aturan yang ditetapkan. 

 

 

 

 

 DAFTAR PUSTAKA 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 SURAT IZIN RISET  
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LAMPIRAN 2 SURAT SELESAI RISET 
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 Lampiran 3 Foto Bersama Narasumber 

1. Gambar bersama dengan Bapak Drs. Syarifullah, S,. MM, selaku Camat 

Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah  

 

2. Gambar bersama dengan Bapak Horan, SE., MM, Selaku Sekretaris Camat 

Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 
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3. Gambar bersama dengan Bapak Henry Bertua Hutabarat, S.Sos, MM, 

Selaku seksi Ketentraman, Ketertiban & Pemadam Kebakaran 

 

4. Gambar bersama dengan Bapak Dedy D. Pasaribu, S.Sos, Selaku Seksi 

Pertamanan Penerangan dan Kebersihan 
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5. Gambar bersama dengan Ibu Helfriede Panggabean, Selaku masyarakat 

Kecamatan Pandan 

 

6. Gambar bersama dengan Ibu Sri Hastuti Sibarani, Selaku Masyarakat 

Kecamatan Pandan 
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7. Gambar Struktur Organisasi Di Kantor Kecamatan Pandan Kabupaten 

Tapanuli Tengah 
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Lampiran 4 Foto Lokasi/Tempat Penelitian 

 

Gambar Lokasi Penelitian. Kantor Kecamatan Pandan. 

 

Gambar Lokasi Penelitian 
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Lampiran 5 Pedoman Wawancara 

Daftar pertanyaan untuk informan kunci 

Komunikasi : 

1) Apakah Bapak Camat Pandan memberikan infromasi kepada 

Pegawai Negeri Sipil terkait disiplin Pegawai? Siapa saja yang 

terlibat dalam proses sosialisasinya?  

2) Bagaimana prosedur pelaksanaan disiplin dari Camat Pandan 

kepada Pegawai Negeri Sipil? 

3) Apakah ada hambatan yang dihadapi dalam proses penerapan 

disiplin Pegawai? 

4) Apa konsekuensi yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

melanggar disiplin? 

5) Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak terkait ? 

 Sumber Daya 

1) Berapa jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat 

Pandan? 

2) Apakh ada pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM? 

3) Bagaimana kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam 

pelaksanaan kebijakan? 

 Disposisi : 

1) Bagaimana sikap pelaksana dalam pengimpelemntasiaan 

dari Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2021? 

2) Bagaimana Pengawasan dan Pengendalian terhadap 

Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2021 ? 
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3) Apakah ada hambatan yang ditemukan dalam Implementasi 

Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2021? 

 Struktur Birokrasi : 

1) Bagaimana struktur birokrasi di Kantor Camat Pandan? 

2) Bagaimana SOP kantor Camat Pandan dalam Implemntasi 

Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil? 

3) Bagaimana hasil adanya Peraturan Pemerintah No 94 tahun 

2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil? 

 

Daftar pertanyaan untuk informan utama 

Komunikasi : 

1) Apakah ada sosialisasi atau himbauan dari kantor Camat 

Pandan dalam Impelementasi Peraturan Pemerintah No 94 

tahun 2021? 

2) Bagaimana sosialisasi dilakukan? Apakah mudah dipahami 

dan dimengerti? 

3) Sejauh ini apakah camat berperan dalam meningkatkan 

kemampuan Pegawai Negeri Sipil? 

 Sumber Daya : 

1) Bagaiman kualitas SDM dalam menerapkan sikap disiplin 

pada Kantor Camat Pandan? 

2) Apakah ada hak Pegawai Negeri Sipil yang diambil jika 

pelanggaran terjadi? 

3) Bagaimana sarana & prasarana dalam implementasi 
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peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021? 

 Disposisi : 

1) Bagaimana respon Anda mengenai peraturan Pemerintah 

nomor 94 tahun 2021? 

2) Bagaimana pengawasan & pengedalian dalam Peraturan 

disiplin di Kantor Camat? 

3) Adakah cara lain dari Camat Pandan untuk mengurangi 

tingkat pelanggaran terhadap disiplin yang dilakukan? 

 Struktur Birokrasi : 

1) Bagaimana struktur birokrasi di Kantor Camat? 

2) Bagaimana SOP Kantor Camat dalam Implementasi 

kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil? 

3) Bagaimana hasil adanya peraturan Pemerintah Nomor 94 

tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil? 

 

Daftar Pertanyaan untuk informan tambahan  

Komunikasi : 

1) Apakah Bapak Camat Pandan memeberikan informasi 

kepada Pegawai Negeri Sipil terkait Disiplin Pegawai? 

Apakah Pegawai terlibat dalam proses sosialisasinya? 

2) Bagaimana sosialisasi dilakukan? Apakah mudah dipahami 

dan dimengerti? 

3) Sejauh ini apakah camat berperan dalam meningkatkan 

kemampuan Pegawai Negeri Sipil? 
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 Sumber Daya : 

1) Apakah ada hak Pegawai Negeri Sipil yang diambil jika 

pelanggaran terjadi? 

2) Apakah ada pelatihan-pelatihan peningkatam kualitas SDM? 

3) Bagaimana pandangan Anda terkait disiplin di Kantor 

Camat? 

 Disposisi  

1) Bagaimana respon anda mengenai Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 tahun 2021? 

2) Bagaimana pengawasan dan pengendalian terhadap 

peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021? 

3) Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil? 

 Struktur Birokrasi : 

1) Bagaimana struktur birokrasi di Kantor Camat Pandan? 

2) Bagaimana SOP Kantor Camat dalam Implementasi 

Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil? 

3) Bagaimana hasil adanya Peraturan Pemerintah Nomor 94 

tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil? 

Daftar pertanyaan untuk Informan Pendukung 

1) Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil 

Kecamatan Pandan bagi masyarakat? 

2) Apakah ada Pegawai Negeri Sipil meminta iuran di luar ketentuan 
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yang berlaku? 

3) Apakah pernah memberikan keluhan kepada Pegawai Negeri Sipil 

mengenai pelayanan yang telah diberikan seperti kebutuhan surat 

menyurat? 

4) Apakah Pegawai Negeri Sipil memberikan pelayanan pada waktu 

yang telah ditentukan? 

5) Apakah pernah melihat Pegawai Negeri Sipil keluar di jam kerja dan 

tidak hadir tepat waktu ketika sedang membutuhkan keperluan yang 

penting? 

6) Apakah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Pandan pernah 

memberikan kerugian bagi masyarakat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6 Intruksi Bupati Tapanuli Tengah  

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 26/2/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)26/2/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yohana Wika Cristy Simatupang - Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun....



85 
 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 26/2/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)26/2/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yohana Wika Cristy Simatupang - Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun....



86 
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